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P  U  T  U  S  A  N

No.     1387 K/Pdt /2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  perda ta  dalam  t i ngka t  kasas i  te l ah  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :  

1.  ST.  MARWATI,  2.  TITY  ROSLINA,  3.  H.  NAPSAHU 

DAN                4.  SULHA KIA,  SPd. ,  

keempatnya  ada lah  ahl i  war i s  dar i  a lm H.  

PAGANDA,  ber tempat  t i ngga l  d i  Desa  Benua  

Kecamatan  Pondidaha ,  Kabupaten  Konawe,  da lam hal  

in i  member i  kuasa  kepada  ABDUL RAHMAN,  SH.  ,  

Advokat ,  berkan to r  d i  BTN I I  Blok  D/5 ,  Kota  

Kendar i ;  

Pemohon Kasas i  dahu lu  Penggugat /  Pembanding ;

m e l  a w a n :

1. ABDUL  HAMID,  DK,  DAN  2.  MALELA,  keduanya  

ber tempat  t i ngga l  d i  Desa  Benua  Kecamatan  

Pondidaha ,  Kabupaten  Konawe;

Para  Termohon  Kasas i  dahu lu  para  

Terguga t /Te rband ing ;

Mahkamah Agung te rsebu t   ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  sekarang  Pemohon  Kasas i  dahu lu   sebaga i   Penggugat  

te lah  menggugat  sekarang  para  Termohon  Kasas i   sebaga i  

para  Tergugat  d i   muka   pers idangan    Pengadi l an  Neger i  

Kendar i  pada pokoknya  atas   da l i l - da l i l  :

Adapun  yang  menjad i  pokok- pokok  dasar  gugatan  Penggugat  

ada lah  :

1. Bahwa  Penggugat  memi l i k i  tanah  berben tuk  persawahan  

se luas  ±4.539  M²/9  (Sembi lan )  petak  yang  te r l e t a k  

diKe lu rahan /desa  Benua  Kecamatan  Pondidaha  dahu lu  

Kabupaten  Kendar i  sekarang  Kabupaten  Konawe,  dengan  

batas - batas :

Sebelah  Utara  :  Tanah mi l i k  SUBARDIN;

Sebelah  Timur  :  Berbatas  dengan  Kal i ;
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Sebelah  Sela tan  :  Tanah mi l i k  ALAMRUP;

Sebelah  Bara t  :  Ja lan  Usaha Tani ;

Untuk  se lan ju t n ya  hal  te rsebu t  d isebu t  obyek  tanah .

2. Bahwa  tanah  persawahan  te rsebu t  dahu lu  masih  berupa  

lahan  hutan  atau  semak  be lukar ,  kemudian  oleh  

Penggugat  atas  anju ran  Kepala  kampong  Bapak  KIA  dan  

di l an j u t kan  Bapak  ROE-ROE ket i ka  i t u ,  sek i t a r  tahun  

1942  atau  sudah  se jak  lama  membuka  lahan  te rsebu t  

mengolahnya  menjad i  persawahan  yang  se lu ruhnya  se luas  

± 1.5  Ha/15 .000  M² karena  lokas i  yang  sangat  sta r t eg i s  

ya i t u  dengan sunga i / ka l i  Amonggedo.

3. Bahwa  mulanya  sek i t a r  tahun  1977  pada  waktu  musim 

orang  menanam  atau  mengolah  sawah,  datang  para  

Tergugat  yang  ing in  memin jam  sawah  untuk  di  o lah  dan  

di t anami  pada  kepada  Penggugat ,  kemudian  Penggugat  

menunjukkan  dan  memin jamkan  sawah yang  pernah  di  o lah  

oleh  BASO sebanyak  3 ( t i ga )  petak  atau  se luas  ± 1943  

M²,  yang  merupakan  mi l i k  Penggugat  yang  pernah  di  

p in j amkan  kepada  BASO.

4. Bahw jauh  sebe lum para  Tergugat  datang  memin jam sawah 

kepada  Penggugat ,  BASO pula  pernah  memin jam  sawah 

untuk  d i  o lahnya  se luas  ± 4.051  M² atau  sama dengan  7  

( tu j uh )  petak ,  atas  perse tu j uan  Penggugat  kemudian  

BASO menjua lnya  se luas  sek i t a r  2.108  M²  (4  petak )  

kepada  LEBARU dan s isanya  se luas  1.943  M² (3  petak )  d i  

kembal i kan  kepada  Penggugat  yang  se lan ju t nya  d i  

p in j amkan  kepada  para  Tergugat  untuk  dio lah  dan  

di t anami  pad i .

5. Bahwa  sete lah  para  Tergugat  mengolah  sawah  te rsebu t  

kurang  leb ih  se lama  enam tahun  atau  sek i t a r   tahun  

1982,  para  Tergugat  mengembal i kan  sawah  yang  pernah  

dio l ahnya  kepada  Penggugat ,  sedangkan  di  sebe lah  t imur  

sawah yang  di  o lah  para  Tergugat ,  te rdapa t  pu la  sawah  

mi l i k  Penggugat  yang  ket i ka  i t u  pu la  di  o lah  oleh  UBED 

se luas  ± 2.596  M² (6  petak ) .

6. Bahwa  kemudian  sek i t a r  tahun  1998  datang  lag i  para  
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Tergugat  menemui  Penggugat  untuk  maksud  yang  sama 

sebaga imana  hal  te rsebu t  d ia tas ,  ya i t u  memin jam sawah 

untuk  d io l ah  kepada  Penggugat  dengan  keten tuan  bagi  

has i l  ya i t u  1 band ing  3 atau  sama dengan satu  bahag ian  

mi l i k  untuk  Penggugat  dan  3  bahag ian  untuk  para  

Tergugat ,  ha l  i t u  ber l angsung  se lama  2  (dua)  tahun  

atau  dua musim tanam secara  baik - baik .

7. Bahwa sete lah  masuk  tahun  ket i ga  atau  sek i t a r   tahun  

2000  para  Tergugat  t i dak  mau lag i  member ikan  has i l  

panennya  sebaga imana  biasanya ,  bahkan  te rkesan  para  

Tergugat  ing in  menguasa i  sep ihak  dan  memi l i k i  tanah  

mi l i k  Penggugat  se luas  sek i t a r  1.043  M²  (3  petak )  

ada lah  merupakan  perbuatan  melawan (Onrech  Mat igedaad)  

dan sangat  merug ikan  Penggugat .

8. Bahwa t i dak  puas  para  Tergugat  menguasa i  sep ihak  dan  

memi l i k i  tanah  Penggugat  secara  melawan  Hukum,  lag i -

lag i  para  Tergugat  menyerobo t  dan  mengambi l  tanah  

persawahan  mi l i k  Penggugat  di  sebe lah  Timurnya  se luas  

±  2.596  M²  sek i t a r  6  (enam)  petak  yang  sebe lumnya  

dio l ah  oleh  UBED se lama kurang  leb ih  10 tahun .

9. Bahwa  se jumlah  kese lu ruhan  tanah  persawahan  mi l i k  

Penggugat  yang  d ikuasa i  dan  d ise robo t  o leh  para  

Tergugat  ada lah  se luas  ±  4.539  M²  /  9  (Sembi lan )  

petak ,  dengan  batas - batas :

 Sebelah  Utara  :  Berbatas  dengan  sawah  mi l i k  

SUBARDIN

 Sebelah  Timur  :  Berbatas  sawah  ALMARUF dan  Kal i  

Amonggedo

 Sebelah  Sela tan  :  Berbatas  dengan  sawah mi l i k  

ALAMRUP

 Sebelah  Bara t  :  Ja lan  Usaha Tani

Adalah  merupakan  perbua tan  melawan  hukum dan  sangat  

merug ikan  Penggugat .

10. Bahwa berbag i  usaha  dan  cara  Penggugat  lakukan  untuk  

melakukan  untuk  mendapatkan  kembal i  hak  Penggugat ,  

bahkan  te lah  menempuh  secara  musywarah  dan  
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keke lua rgaan  yang  saat  i t u  Penggugat  di  waki l i  o leh  

anaknya  yang  bernama ST.  MARWATI kemudian  di l an j u t k an  

dengan  H.  NAPSAHU yang  juga  anak  Penggugat  mengadakan  

per temuan  mela lu i  apara t  pemer in tah  setempat  ya i t u  

mela lu i  kepa la  Desa  dan  Camat  ket i ka  i t u ,  te tap  sa ja  

t i dak  membawa has i l ,  ha l  in i  d i  karenakan  has i l  dar i  

musyawarah  bersama,  oleh  pihak  para  Tergugat  t i dak  mau 

mener imanya  dengan  berbaga i  macam dal i l ,  maka  dengan  

te rpaksa  dan  bera t  hat i  masalah  in i  Penggugat  

membawanya ke  Pengad i l an  dengan  sega la  kerendahan  hat i  

dan  penuh  harapan  agar  dapat   d i  se lesa i kan  dengan  

baik ,  tepa t  dan  biaya  r i ngan  sesua i  dengan  asas  

perad i l an  yang  ber laku .

11. Bahwa  oleh  karena  perbua tan  melawan  Hukum yang  di  

lakukan  oleh  para  Tergugat  dengan  mengambi l ,  menguasa i  

dan menyerobo t  tanah  persawahan  mi l i k  Penggugat  secara  

sep ihak ,  maka  wajar ,  patu t  dan  sah  untuk  dise rahkan  

kembal i  kepada  Penggugat  se laku  pemi l i k  yang  sah  atas  

tanah  persawahan  te rsebu t  mela lu i  Pengad i l an  Neger i  

Kendar i ,  secara  seket i ka  dan  seka l i gus  dan  tanpa  

syara t  ser ta  menghent i kan  sega la  keg ia tan  dan  

akt i f i t a s  di  tanah  sengketa .

12. Bahwa  apab i l a  para  Tergugat  t i dak  segera  untuk  

menyerahkan  tanah  persawahan  yang  menjad i  sengketa  

kepada  Penggugat ,  maka wajar  dan patu t  untuk  dikenakan  

uang  paksa  sebesar  Rp.  50.000 , -  ( l ima  puluh  r ibu  

rup iah ) / ha r i ,  ak iba t  kete r l ambatannya  mematuh i  i s i  

putusan  se jak  perkara  in i  d i  daf ta r  dan/a tau  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap .

13. Bahwa  te rhadap  sega la  sura t - sura t  kepemi l i k an  yang  

berkenan  dengan  obyek  sengketa  ba ik  atas  nama para  

Tergugat  dan  /  atau  pihak  la i n  d inya takan  t i dak  sah  

dan bata l  demi  hukum.

14. Bahwa  adanya  dugaan  yang  kuat  dan  bera lasan ,  ka lau  

para  Tergugat  akan  menjua l  atau  mengal i hkannya  kepada  

pihak  la i n  te rhadap  sawah yang  menjad i  obyek  sengketa ,  
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maka wajar  pu la  untuk  di  le t akkan  dan  dimohonkan  s i t a  

jaminan  (Conserva to i r  Bes laag)  se lan ju t nya  dinya takan  

berharga ,  sah  dan mengika t .

15. Bahwa oleh  karena  Penggugat  memi l i k i  buk t i - bukt i  yang  

oten t i k  dan  kuat  te rhadap  obyek  sengketa ,  maka wajar  

pu la  putusan  dalam  perkara  in i  d i j a l ankan  te r l eb i h  

dahu lu  (U i t  Voor  Baar  Bi j  Voor raad)  walaupun  ada upaya  

per lawanan,  band ing  dan kasas i .

Bahwa  berdasarkan  atas  ura ian - ura ian  te rsebu t  d i  

atas ,  maka  Penggugat  memohon  k i ranya  Bapak  Ketua  

Pengad i l an  Neger i  Kendar i  incasu  Bapak  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa  dan  mengadi l i  berkenan  memutuskan  yang  

amarnya  sebaga i  ber i ku t  :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya .

2. Menyatakan  obyek  sengketa  tanah  berben tuk  

persawahan  se luas  ±  4.539  M²  /  9  (Sembi l an )  petak  

yang  te r l e t a k  di  Kelu rahan  /  Desa  Benua  Kecamatan  

Pondidaha  dahu lu  Kabupaten  Kendar i  –  sekarang  

Kabupaten  Konawe dengan batas - batas  :

 Sebelah  Utara  :  Tanah mi l i k  SUBARDIN

 Sebelah  Timur  :  Berbatas  dengan  Kal i

 Sebelah  Sela tan  :  Tanah mi l i k  ALAMRUP

 Sebelah  Bara t  :  Ja lan  Usaha Tani

Adalah  sah mi l i k  Penggugat .

3. Menyatakan  perbua tan  yang  di  lakukan  oleh  para  

Tergugat  yang  menguasa i  sep ihak  dan  menyerobo t  

tanah  persawahan  yang  menjad i  sengketa  yang  

merupakan  mi l i k  Penggugat  se luas  ±  4.539  M²  /  9  

(Sembi lan )  petak ,  dengan batas - batas .

 Sebelah  Utara  :  Berbatas  dengan  sawah  mi l i k  

SUBARDIN

 Sebelah  Timur  :  Berbatas  sawah  ALMARUF dan  Kal i  

Amonggedo

 Sebelah  Sela tan  :  Berbatas  dengan  sawah mi l i k  

ALAMRUP

 Sebelah  Bara t  :  Ja lan  Usaha Tani
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Adalah  merupakan  perbua tan  melawan hukum dan sangat  

merug ikan  Penggugat .

4. Menyatakan  agar  para  Tergugat  menghent i kan  sega la  

akt i f i t a s  dan  keg ia tan  di tanah  sengketa  ser ta  

menyerahkan  obyek  sengketa  berupa  tanah  persawahan  

sebaga imana  te rsebu t  d i  atas ,  kepada  Penggugat  

secara  seket i ka ,  seka l i gus  dan tanpa  syara t .

5. Menyatakan  Hukum ak iba t  kete r l ambatannya  atau  t i dak  

mematuh i  i s i  putusan  in i ,  maka  wajar  dan  patu t  

untuk  dikenakan  uang  paksa  (dwangsom)  sebesar  Rp.  

50.000 , -  ( l ima  puluh  r ibu  rup iah )  /ha r i ,  se jak  

perkara  in i  d ida f t a r kan  di  Pengadi l an  Neger i  

Kendar i .

6. Menyatakan  hukum  sega la  sura t - sura t  kepemi l i k an  

yang  berkenan  atas  obyek  sengketa  ba ik  atas  nama 

para  Tergugat  atau  p ihak  la i n  ada lah  t i dak  sah  

ser ta  bata l  demi  hukum.

7. Menyatakan  hukum  s i t a  jaminan  atas  (Conserva to i r  

Beslag)  yang  di l e t akkan  dan  d imohonkan  atas  obyek  

sengketa  ada lah  berharga ,  sah  dan mengika t .

8. Menyatakan  hukum  putusan  in i  dapat  d i  ja l ankan  

te r l eb i h  dahu lu  (se r t a  merta )  meskipun  ada  upaya  

verze t ,  Banding  dan Kasas i .

9. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  sega la  biaya  yang  

t imbu l  da lam perkara  in i .

DAN/ATAU

Apabi l a  Bapak  Ketua  Pengad i l an  Neger i  Kendar i  incasu  

Bapak  Maje l i s  Hakim yang  te rho rmat  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perka ra  in i  berpendapat  la i n ,  mohon putusan  

yang  sead i l - ad i l nya  (Ex  Aquo Et  Bono) .

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  I I  

mengajukan  ekseps i  dan  gugatan  ba l i k  ( rekonvens i )  pada  

pokoknya   atas  dal i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI  

Menimbang,  bahwa  dalam  ekseps i  kuasa  hukum Tergugat  

mendal i l k an  t i dak l ah  tepa t ,  apab i l a  Terguga t  I I  d i t empatkan  
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sebaga i  p ihak  dalam  perkara  in i  karena  Tergugat  I I  t i dak  

mempunya i  hubungan  hukum dengan  t i t l e  kepemi l i k an ,  atas  

tanah  sengketa  karena  tanah  sengke ta  ada lah  har ta  mi l i k  

Tergugat  I  sebaga i  har ta  bawaan  dalam  perkawinan  dengan  

Tergugat  I I  dan  minta  agar  Tergugat  I I  d ike lua r kan  sebag i  

p ihak  dalam perkara  in i ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kete rangan  saks i - saks i  

ba ik  yang  dia j ukan  oleh  penggugat  maupun  saks i - saks i  yang  

dia j ukan  oleh  Tergugat  membenarkan  bahwa  tanah  sengke ta  

sekarang  in i  d ikuas i  o leh  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  

sebaga i  suami  i s t r i ,  maka cukup  bera lasan  apab i l a  Terguga t  

I  dan  Tergugat  I I  d i j ad i kan  sebag i  para  Terguga t  tanpa  

harus  membukt i kan  tanah  te rsebu t  mi l i k  s iaps ,  dengan  

demik ian  Ekseps i  Penas iha t  Hukum  para  Tergugat  harus  

di t o l a k ;

- Bahwa t i dak  tepa t  Tergugat  I I  d i t e t apkan  sebaga i  p ihak  

dalam  perkara  in i  karena  Tergugat  I I  t i dak  mempunyai  

hubungan  hukum  dengan  t i t l e  atas  kepemi l i k an  tanah  

sengketa .  Demik ian  karena  tanah  sengketa  adalah  hanya  

mi l i k  Tergugat  I  sebaga i  har ta  bawaan dalam perkawinan  

dengan Tergugat  I I .

 Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te r sebu t  d ia tas  Penggugat  

da lam rekonvens i  menuntu t  kepada  Pengad i l an  Neger i  Kendar i  

supaya  member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

Bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengad i l an  Neger i  

Kendar i  te l ah  mengambi l  putusan ,  ya i t u  putusan  No.  

20/Pdt .G /2004 /PN.Kd i .   tangga l  - 18  Mei  2005  yang  amarnya  

sebaga i  ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI

-  Menolak  ekseps i  Tergugagat  I I ;

DALAM POKOK PERKARA 

- Menolak  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ;

- Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  yang  

sampai  dengan  putusan  in i  sebesar  Rp.180 .000 , -  

(se ra tus  delapn  puluh  r i bu  rup iah ) .

Menimbang,  bahwa dalam t i ngka t  band ing  atas  permohonan  

Penggugat /  Pembanding  putusan  Pengad i l an  Neger i  te rsebu t  

te lah  dikua tkan  oleh  Pengad i l an  Tingg i  Sulawes i  Tenggara  
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dengan  putusan  No.  44/Pd t / 2005 /PT .  Sul t r a .   tangga l  6 

Oktober  2005 ;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  te rakh i r  in i  

d ibe r i t a hukan  kepada     Tergugat /Te rband ing ;  pada  tangga l  

- 30  November  2005  kemudian  te rhadapnya  o leh  

Tergugat /Te rband ing  (dengan  peran ta raan  kuasanya ,  

berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  tangga l  10  Desember  2005  )  

d ia j ukan  permohonan  kasas i  secara  l i s an / t e r t u l i s  pada  

tangga l  14  Desember  2005   sebaga imana  te rnya ta  dar i  akte  

permohonan  kasas i  No.  14/Pdt .G /2005 /PN.Kd i .   yang  dibua t  

o leh  Pani te ra  Pengad i l an  Neger i  Kendar i ,  permohonan  

te rsebu t  d ise r t a i  dengan/d i i k u t i  o leh  memor i  kasas i  yang  

memuat  a lasan- alasan  yang  di te r ima  di  Kepani te raan  

Pengad i l an  Neger i  te rsebu t  pada tangga l  28 Desember  2005;

bahwa sete lah  i t u  oleh  Penggugat /Pemband ing ;  yang  pada  

tangga l  4  Januar i  2006  te lah  dibe r i t a hu  ten tang  memor i  

kasas i  dar i  Tergugat /  Terband ing ;  d ia j ukan  jawaban  memor i  

kasas i  yang  d i t e r ima  di  Kepan i t e r aan  Pengad i l an  Neger i  

Kendar i  pada tangga l  17 Januar i  2006

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan- a lasannya  te l ah  d ibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia j ukan  dalam  tenggang  waktu  dan  dengan  

cara  yang  di ten tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  karena  

i t u  permohonan kasas i  te rsebu t  fo rma l  dapat  d i t e r ima  ;

Menimbang,  bahwa  alasan- a lasan  yang  d ia j ukan  oleh  

Pemohon Kasas i /  Penggugat   dalam memor i  kasas inya  te rsebu t  

pada pokoknya  ia l ah  :

Bahwa  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Neger i  Kendar i  yang  

putusannya  dikua tkan  oleh  Judex  Fact i  da lam  per t imbangan  

hukumnya  te l ah  sependapat  dengan  putusan  Pengad i l an  Neger i  

Kendar i  yang  jus t r u  te l ah  ke l i r u  da lam menerapkan  hukum dan  

t i dak  te r t i b  da lam  beracara  karena  oleh  karena  dalam 

Putusannya  Hakim  Tingka t  Per tama  t i dak  memuat  kete rangan  

sa lah  seorang  saks i  yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  di  

Pengad i l an  Neger i  ya i t u  atas  nama M.  Ikwan  Saranan i ,  SE. ,  

yang  je l as - je l as  kete rangannya  menguatkan  gugatan  

Penggugat ,  akan  te tap i  kete rangan  saks i  te rsebu t  t i dak  

dipe r t imbangkan  bahkan  d imuat  da lam  putusanpun  t i dak ,  ha l  
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in i  ada lah  suatu  kesa lahan  yang  di l akukan  oleh  Judex  fac t i  

yang  t i dak  secara  cermat  dan  te l i t i  mempela ja r i  berkas  

perkara ,  yang  hanya  menguatkan  putusan  Pengad i l an  Tingka t  

Per tama  tanpa  mempela ja r i  secara  cermat  dan  te l i t i  

pembukt i an  Penggugat  Pembanding ;

Bahwa da lam  memor i  band ingnya  semukla  Pemohon  Kasas i  

mela lu i  Kuasa  Hukumnya  Bukhar i  Achmad  SH,  te l ah  meminta  

Judex  Fact i  untuk  menghad i r kan  saks i  te r sebu t  akan  te tap i  

t i dak  d i t anggap i  o leh  Judex  Fact i ,  o leh  karena  mungkin  

memor i  band ing  Pemohon  Kasas i  t i dak  pernah  d ibaca  oleh  

Judex  Fact i  :  Memor i  band ing  te rsebu t  buny inya  sebaga i  

ber i ku t  :

“Bahwa dengan  t i dak  dimuat / ke t e r angan  saks i  Penggugat  yang  

bernama M. IKWAN SARANANI,  SE. ,  yang  diper i k sa  oleh  Maje l i s  

Hakim  Pengad i l an  Neger i  Kendar i  untuk  di  dengarkan  

kete rangan  pada  tangga l  4  September  2004,  maka Pengad i l an  

Neger i  yang  menyatakan  bahwa semua warga  Negara  bersamaan  

kedudukannya  dalam  Hukum dan  Waj ib  menjun jung  Hukum dan  

Pemer in tah  i t u  dengan  t i dak  ada  pengecua l i annya .  Disamping  

i t u  pu la  melanggar  Undang- Undang  ten tang  keten tuan  pokok  

kekuasaan  Kehak iman  dan  Asas  Hukum  ten tang  kesamaan 

kedudukan  para  p ihak  dalam  suatu  perkara  (perda ta )  sudah  

lama  dikena l  dengan  asas  ‘AUDI  ET ALTERAM PARTEM”.  Bahkan  

untuk  menambah  keyak inan  apab i l a  dipe rkenankan  oleh  yang  

te rho rmat  Bapak  Ketua  Pengadi l an  Tingg i  Sulawes i  Tenggara  

Cq  yang  Mul ia  Bapak  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  Sulawes i  

Tenggara  kami  s iap  untuk  mengkonso l i das i  atau  menghadi r kan  

kembal i  saks i  Penggugat  yang  bernama M. IKWAN SARANANI,  SE.  

bersama- sama  pihak  pr ins i pa l n ya /mate r i l n y a  sewaktu - waktu  

bi l a  diper l u kan ”

Bahwa  Pengadi l an  Judex  Fact i  te l ah  sa lah  dalam 

menerapkan  Hukum Acara  karena  kes impu lan - kes impu lan  yang  

diambi l  da lam  putusnya  te r t angga l  18  Mei  2005  t i dak  

berdasarkan  pada pembukt i an  yang  dia jukan  dalam pers idangan  

sebaga imana  yang  te rcan tum  dalam  ber i t a  acara  pers idangan  

(BAP)  seh ingga  putusan  berak iba t  bata l  demi  Hukum 

(V ide :Yu r i sp r udens i  Mahkamah  Agung  RI  Reg  No.  

820K/S ip /1977 ,  te r t angga l  21  Febuar i  1980)  ya i t u  anta ra  
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la i n  da lam  ber i t a  acara  pers i dangan  pada  hal  39  te rca ta t  

ka lau  bukt i  sura t  Tergugat /Te rmohon  Banding /Pemohon  Kasas i  

No.  7/T- 7 hanya  berupa  fo to  cop i  kwi tans i  yang  di  fo to  kop i  

yang  diber i  matera i  cukup  dan  t i dak  te rdapa t  as l i nya ,  

te tap i  da lam  putusan  hal  17  ha l  i t u  seakan- akan  ada  

as l i nya , kemudian  pula  da lam ber i t a  acara  pers i dangan  (BAP)  

pada hal  44- 45 yang  memuat  kete rangan  saks i .

Tergugat - te rguga t /Te rmohon  Banding  yang  bernama  HASYIM 

BASRAN sebaga i  Kepala  Desa yang  dalam perkara  in i  t i dak  di  

sumpah  karena  mempunyai  hubungan  ke luarga  sangat  dekat  

dengan  Tergugat /Te rmohon  Banding  ya i t u  hubungan  kemenakan  

i . c .  orang  tua  saks i  dengan  Tergugat /Te rmohon  Banding  

bersaudara  kandung,  te tap i  anehnya  sebaga imana  yang  diku t i p  

da lam Putusan  Pengad i l an  Neger i  Kendar i  da lam perkara  Aquo 

padaha l  ha l  17-  ha l  20  ka lau  saks i  te rsebu t  i ku t  pu la  

disumpah  seh ingga  dalam  hal  in i  ber i t a  acara  pers idangan  

(BAP)  dengan  putusan  te l ah  te r j ad i  Kont rad i k s i  ser ta  

merug ikan  Penggugat /Pemohon Kasas i  ;

d i  atas ,  Pemohon  Kasas i  yang  semula  sebaga i  k i r anya  yang  

Mul ia  Maje l i s  Hakim  Agung  yang  in i ,  berkenan  memutus  

sebaga i  ber i ku t :

Menimbang,  bahwa  te rhadap  a lasan- a lasan  te rsebu t  

Mahkamah Agung berpendapat  :  

Bahwa alasan  -  alasan  permohonan  kasas i  te rsebu t  t i dak  

dapat  d ibenarkan  karena  Penggugat  t i dak  membukt i kan  dasar -

dasar  kepemi l i k an  te rhadap  tanah  obyek  sengketa  dan  Judex  

Fact i  t i dak  sa lah  menerapkan  hukum;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  dia tas ,  lag i  

pu la  te rnya ta  bahwa putusan  judex  fac t i  da lam perkara  in i  

t i dak  ber ten tangan  dengan  hukum  dan/a tau  undang- undang,  

maka permohonan  kasas i  yang  dia j ukan  oleh  Pemohon Kasas i  :  

1.  ST.  MARWATI,  2.  TITY  ROSLINA,  3.  H.  NAPSAHU DAN 

4.  SULHA KIA,  SPd. ,  keempat  ahl i  waris  alm  H.  PAGANDA,  

te rsebu t  harus  d i t o l a k  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  kasas i  dar i  

Pemohon  Kasas i  d i t o l a k ,  maka  Pemohon  Kasas i  d ihukum 

membayar  biaya  perkara  dalam t i ngka t  kasas i  in i  ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.  48  
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Tahun  2009  dan  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  sebaga imana  

yang  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang No 5 Tahun  2004  dan  

perubahan  kedua  Undang- Undang  No.3  Tahun  2009  ser ta  

pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I   :

Menolak  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon Kasas i  :  1.  ST.  

MARWATI,  2.  TITY  ROSLINA,  3.  H.  NAPSAHU DAN 4.  SULHA KIA,  

SPd. ,  keempat  ahl i  waris  alm H.  PAGANDA,  te rsebu t  ;

Menghukum Pemohon Kasas i  untuk  membayar  biaya  perkara  

dalam t i ngka t  kasas i  in i  sebesar  Rp.  500.000 , -   (L ima  ra tus  

r i bu  rup iah  )  ;

Demik ian lah  dipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung   pada  har i  Selasa  tangga l  11  Mei  2010  o leh  

H.M.  IMRON ANWARI,  SH. ,  SpN. ,MH.  Hakim  Agung   yang  

di t e t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebaga i   Ketua  

Maje l i s ,  Prof .Dr .H .  MUCHSIN,  SH.  dan  H.  ATJA SONDJAJA,  SH.  

Hakim- Hakim  Agung  sebaga i  Anggota ,  dan  diucapkan  dalam 

s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  juga  oleh  Ketua  

Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  dan  diban tu  

oleh  EKO BUDI  SUPRIYANTO,  SH. ,  MH. Pani te ra  Penggant i  

dengan t i dak  dihad i r i  o leh  para  pihak  ;

Hakim- Hakim Anggota ,  
K e t  u a,
Ttd . / Prof .D r .H .  MUCHSIN,  SH.  
Ttd . /
Ttd . / H.  ATJA SONDJAJA,  SH.                   H.M.  IMRON 
ANWARI,  SH. ,  SpN. ,MH.

Biaya- biaya  Kasas i  :  
Pani te ra  Penggant i ,

1. M e t  e r  a i  …………. Rp.      6.000 . -  
Ttd . /

2. R e d a k s i  ………… Rp.      5.000 . -      EKO BUDI 
SUPRIYANTO, SH. , .  MH.

3. Admin is t r a s i  kasas i  . . .  Rp.  489.000 . -
                         Jumlah      Rp.500.000 . -
                         ==================

Untuk  Sal i nan
Mahkamah Agung- RI

a.n .  Pani te ra
Pani te ra  Muda Perdata ,

Hal .  11 dar i  9 ha l .  Put .  No1387 K/Pdt /2008

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEROSO ONO, SH. ,  MH.
NIP.  040 044 809

Hal .  12 dar i  9 ha l .  Put .  No1387 K/Pdt /2008

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12


